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bahwa dalam rangka melaksanakah ketentuan pasal 3
ayvyat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
I Surabaya Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pelavanan
Bidang Tata Kota yang telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabayva Nomor
10 Tahuyn 1994 dan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masvarakat, dipandang perlu menetapkan
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11
Surabaya tentang Tata Cara Pemberian Pelayanah
Bidang Tata Kota dengan suatu Keputusan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogy¥akarta yang telah diubah
Undang-undang Nomocr 2 Tahun 1965

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah ;

. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1988 tentang

Palayanan Bidang Tata Kota yang telah diubah dengan
Peraturan Dasrah MNomor 10 Tahun 1394

Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat I1 Surabaya
Nomor 7 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Tata Kota Daerah Xotamadya Daerah
Tingkat Il Surabaya

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 1I1

SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PELAYANAN
BIDANG TATA KOTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pssal 1
Datlam Keputusan ini yang dimaksud dengan

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah
Kotamadya Da=rah Tingkat II Surabaya



. Walikotamadya, adalah Walikotamadya Kepala

Daerah Tingkat II Surabaya:

Pinas Tata Kota Daerah, adalah Dinas Tata Kota
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya

Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Tata Kota
Daerah ;

Retribusi Bidang Tata Kota, adalah Pungutan
vyang dikenakan sebagai imbalan jasa terhadap
Pelayanan Bidang Tata Kota ;

Survey Lokasi, adalah Penslitian dilapangan
mengenai ketepatan, keadaan/situasi tanah dan
ketinggian serta peruntukan dan garis
sempadannya ;

Pengukuran dan Pematokan, adalah Pengukuran
situasi dan pematokan tanah sebagai penerapan
rencana di lapangan ;

Pengukuran kavling, adalah Pengukuran kavling
tanah dengan ukuran luas sampai dengan 200 m2 ;

Pengukuran porfil memanjang dan melintang,
adalah Pengkuran untuk rencana ialur listrik,
gas, telepon air minum, jalan, jembatan, dan
prasarana lain ;

Pengukuran countur/garis ketinggian, adatah
Pengukuran untuk situasi ketinggian tanah

Perencanaan 1lokasi, adalah pembuatan rencana
atas suatu lokasi termasuk rancana ketinggian
saluran, sarana dan prasarananya ;

Advis Planning, adalah Pekerjaan membuat
pertimbangan tentang peruntukan tanah sesuai
dengan rencana tata ruang yang berlaku ;

Perencanaan ulang {( Replanning ), adalah
pekerjaan membuat perencanaan dikarenakan adanya
perubahan yang tidak bisa dihindarkan bagi
kawasan perumahan dan industri

Syarat zoning adaltah Perencanaan tentang
Ketentuan garis sempadan koafisien dasar

bangunan, koafisien lantai bangunan syarat
parkir serta ketentuan Tata Kota lainnva vang
ditetapkan atas Tokasi sebagai pedoman

perencanaan dan pembangunan fisik ;

Keefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah Rasio
perbarmdingan antara luas yang diperbolehkan
untuk dibangun terhadap luas tanah/lokasi, vang
ditetapkan dalam prosen ;
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p. Koaefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah Rasio
perbandingan antara jumlah tuas seluruh Lantai
Bangunan yang diperbolehkan terhadap luas
tanah/lokasi, yang ditetapkan dalam prosen ;

a. Perubahan pemanfaatan tanah adalah Perubahan
pemanfaatan tahan dari suatu peruntukan ke
peruntukan vang lain ( jalan dianggap sebagai
ialur hijau ) ;

r. Cetak ulang keterangan rencana, adalah Pekerjaan
mencetak wulang keterangan rencana kots ;

BAB 11
JENIS PELAYANAN BIDANG TATA KOTA
Pasal 2

Jenis pelavanan bidang tata kota terdiri
dari

a. Pembuatan surat keterangan Rencana Kota terdiri
dari

1. Surat Keterangan Rencana Kota (Parsial) :
2. Surat Keterangan Rencana Kota ( Site Plan ) :

3. Surat Keterangan Rencana Prasarana, Sarana
dan Utilitas Kota/Lingkungan ;

b. Cetak Ulang Keterangan Rencana Kota :
c. Pemberian Perencanaan Ulang (Replanning) ;
d. Pemberian Ijiin Perubahan Peruntukan Tanah ;
BAB III
JENIS PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN
UNTUK TIAP JENIS PELAYANAN BIDANG TATA KOTA
Pasal 3
Jenis Pekerjaan vang harus dilakukan oteh
Dinas Tata Kota Daerah untuk setiap ienis pelayanan

bidang Tata Kota dirinci sebagai berikut

a. Pekerjaan vyang dilakukan untuk pemberian Surat
Keterangan Rencana Kota meliputi

1. Survey lokasi
2. Pepngukuran tanah

- pengukuran situasi ;



- pematokan atau penerapan rencana kota ;

- pengukuran countur atau garis ketinggian
{ disesuaikan dengan kondisi lahan ) :

3. Pelavansan pembuatan keterangan rencana
peruntukan penggunaan tanah, jaringan jalan,
KDB, KLB, ketinggian bangunan serta ketentuan
tata kota lainnya ;

4. Perencanaan lokasi ( khusus untuk lokasi yang
belum ada perencanaan )

b. Pekerjaan vyang dilakukan untuk cetak tlang
keterangan rencana kota adalah

- Pencetakan ulang/penggandaan.

¢. Pekerijaan yang dilakukan untuk pemberian
perencanaan ulang { Replanning)} meliputi

1. Survey lokasi:

2. Pengukuran tanah dalam hal ini
a. pengukuran situasi ;
b. pematokan atau penerapan rencana kota.

3. Pelayanan pembuat an keterangan rencana
peruntukan tanah, jaringan ialan KDB/KLB
ketinggian bangunan serta ketentuan tata kota

iainnya.

d. Pekerijaan vyahg dilakukan untuk pemberian 1izin
perubahan peruntukan tanah meliputi

1. Survey lokasi ;
2. Pematokan atau penerapan rencana kota.

3. Pelayanan pembuatan keterangan rencana
peruntukan tanah, jaringan jalan ( apabila
diperlukan ), KDB/KLB ketinggian bangunan
serta ketentuan tata kota lainnya.

8AB IV
JENIS RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR
OLEH PEMOHON

Pasal 4

Untuk pemberian pelavanan di bidang Tata
Kota, kepadsa pemohon dikenakan retribusi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 1988 vyang telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 1990 dengan rincian

2., Untuk



Untuk pelayanan Pembuatan Surat Keterangan
Rencana Kota, pemohon dikenakan retribusi

1. Survey lokasi ( pasal 4 avat (2) huruf a );

2. Pengukuran tanah ( pasal 4 ayat (2) huruf b
angka 1) :

3. Perencanaan lokasi ( pasal 4 ayat (2) huruf
¢ ) khusus untuk Jokasi yvang belum ada peren-
canaan

4., Pembuatan keterangan rencana peruntukan
tanah ( Pasal 4 avat (2} huruf e angka
1,2,3,4,5 dan 6 ) .

Untuk pelavanan cetak ulang pemohon dikenakan
retribusi cetak uiang

Untuk pelavyanan Pemberian perencanaan ulang
pemohon dikenakan retribusi

1. Survey lokasi ( pasal 4 avat (2) huruf a ) :
2. Pengukuran tanah dalam hal ini

- pengukuran situasi pematokan ( pasal 4 ayat
(2) huruf b angka t dan 2 )

~ pengukuran countur/garis ketinggiah
pasal 4 ayat (2) huruf b angka 4 )

3. Pelavanan pembuatan Keterangan Rencana
Paruntukan Tanah ( pasal 4 ayat (2} c) :

Untuk Pelayanan pemberian izin perubahan
peruntukan, pemohon dikeluarkan retribusi :

1. Survey 1lYokast ( pasal 4 ayat (2) huruf a);

2. Pematokan ( pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1
dan 2 ) ;

c. Perencanaan 1lokasi ( Pasal 4 ayat (2) haruf

c )

d. Pelayanan membuat keterangan rencana
Perubahan/Peruntukan tanah ( pasal 4 ayat (2)
huruf ¢ ) ;

8AB V
PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN
DIBIDANG TATA KOTA
Pasal b

Untuk mendapatkan pelayanan bidang Tata Kota
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut

a. Mengajukan



(1)

(2}

a, Mengajukan surat permohonan kepada
Kepala Dinas dengan menggunakan formulir
vang sediakan oleh Dinas Tata Kota Daerah ;

b. Dalam surat permohonan dimaksud pada huruf a
harus dilengkapi dengan

1. Foto copy KTP atau KSK dengan menunjukkan
aslinya atau dilegalisasi oleh pejabat
yang berwenang

2. Foto copy bukti pemiiikan/penguasaan
tanah dengan menunijukkan aslinya atau
dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang ;

3. Foto copy surat kuasa dari pemohon dengan
meteras cukup apabila pemohon
menguasakan kepada pihak lain :

4. Dokumen

a. AMDAL apabita kegiatan/usaha terssebut
waiib membuat AMDAL yang telah
disahkan oleh komisi AMDAL daerah atau
komisi AMDAL pusat ;

b. UKL dan UPL apabila kegiatan/usaha
tersebut tidak wajib AMDALtetapi wajib
menyusun dokumen UKL dan UPL vyang
tetah disahkan oleh 1instansi atau
sektor yang membidangi.

5. Mambayar retribusi pelayanan bidang Tata
Kota sesuat dengan ketentuan Yang
beriaku

BAB VI
PROSES PEMBERIAN PELAYANAN
Pasal 6
Surat permohonan yanyg talah diisi dan

dilengkapi dengan berkas-berkas yang dipertukan
sebagaimana ditetapkan pada pasal 5 ayat
(4), oleh pemohon diserahkan kepada Sub Bagian
Tata Usaha Dinas Tata Kota Daerah ;

Setelah menerima Surat permohonan Sub Bagian
Tata Usaha mengadakan penelitian kelengkapcnrya
dan apabila telah memenuhi persyaratan vang
ditetapkan, selanjutnya dilakukan penghitungan
jumliah retribusi pelayvanan bidang Tata Kota
vang harus dibayar ;

{3) Berdasarkan



(3) Berdasarkan pearhitungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Sub Bagian Tata Usaha memberi
pengantar kepada, pemohon untuk menyetor
retribusi pelavanan bidang Tata Kota ke Kas
Pemerintah Daerah melalui Bendaharan Khusus
Penerima Dinas Pendapatan Daerah ;

(4) Setalah menyetor retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) pemohon menyerahkan lembar kedua
bukti penyetoran retribusi kepada Sub Bagian
Tata Usaha Dinas Tata Kota Daerah dan
salanjutnya kepada pemohon diberi surat tanda
terima permohcnan ;

(5) Terhadap surat permochonan yang tidak memenuhi
persyaratan oleh Sub Bagian Tata Usaha langsung
dikembalikan Kepada pemohon untuk
dilengkapi/dibetulkan :

(6) Khusus perubahan peruntukan retribusi dibavar
satelah ada kepastian parmohonan yang
disetujui ;

Pasal 7
Surat permchonan yvang telah memenuhi syarat
dan telah membayar retribusi, oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha diteruskan kepada Seksi vyang
terkait guna proses pemberian pelayanan dibidang
Tata Kota
Pasal 8

(1) Proses pemberian pelayanan bidang Tata Kota
terdiri dari 5 macam antara lain :

a. Untuk keterangan rencana kota parsial lokasi
yang sudah ada perencanaan dan bouwblock ;

b. Untuk keterangan rsncana kota parsial di
lokasi vyang sudah ada perencanaan dan belum
ada bouwblock ;

¢. Untuk keterangah rencana kota parsial lokasi
yang belum ada perencanaannva :

d. Untuk pelayvanan keterangan rencana kota /
site plan ;

e. Untuk pelavanan replanning
f. Untuk pelavanan perubahan peruntukan ;
g. uUntuk pelayanan keterangan rencana

prasarana, sarana dan utilitas kota/
1ingkungan ;

(2) Untuk



(2) Untuk permohonan pelayanan pada lokasi yang
sudah ada perencanaan dan bouwbloknya di prosses
sebagai berikut

a.

Sub Bagian Tata Usaha menerima dan memeriksa
kelengkapan berkas permohohan, membuat
rincian retribusi serta menerima bukt i
pembayaran retribusi, mencatat dan
mengagendakan permohonan yang masuk dan
meneruskan berkas permohonan ke Seksi
Perijinan ( dikerjakan dalam waktu dua hari
kerja ) :

Seksi Perizinan mengadakan survey lokasi,
pengukuran dan pemetaan situasi pada lokasi,
penggambaran hasi? ukur, meneliti dengan
rencana tata ruang, memasang garis sempadan
pada gambar hasil ukur, menetapkan
peruntukan dan penggunaan tanah serta
persyaratan lainnya, membuat jawaban
perencanaan, menggandakan rangkap 6 dan
meneruskan berkas ke Sub Bagian Tata Usaha
( dikerjakan dalam waktu 1ima hari kerija) ;

Sub Bagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan
jawaban permohonan disampaikan kepada Kepala
Dinas ( di kerjakan dalam waktu satu hari
kerija )

Proses penandatanganan oleh Kepala Dinas
Tata Kota Daerah ( dikerjakan dalam waktu
satu hari kerja ) ;

Sub Bagian Tata Usaha menggandakan surat
keluar, meneruskan Surat Keterangan rencana
Kota (SKRK) kepada pemohon, mengirimkan
arsip SKRK ke :

1. Seksi Perizinan ;
2. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang:
3. Instansi terkait.

{ Dikerjakan dalam waktu satu hari ) ;

{3) Untuk parmohonan pelayanan pada lokasi

(

persial ) dan sudah ada perencanaan dan

belum ada bouwblock diproses sebagai berikut :

a.

Sub Bagian Tata Usaha menerima dan memeriksa
kelengkapan berkas permohonan, membuat
rincian retribusi serta pembayarannya ke Kkas
daerah, menerima bukti pembavaran retribusi,
mencatat dan mengangenda permohonan masuk,
meneruskan berkas permohonan Ke Seksi Survey
dan pemetaan ( di Kkerjakan dalam waktu
dua hari Kerja )

b. Seksi ...



(4)

Seksi survey dan pemetaan melaksanakan
survey, pengukuranh dan pemetaan situasi pada
lokasi yang dimchon, penggambaran hasil ukur
dan meneruskan berkas permohonan ke Seksi
Perijinan ( dikerjakan dalam waktu empat
hari keria ) :

Seksi Perizinan meneliti dengan Rencana Tata
Ruang, memasang garis sempadan pada gambar
hasil ukur, menetapkan peryntukan dan
penggunaan tanah serta persyaratan lainnya,
membuat jawaban perencanaan menggandakan
rangkap 6 (enam)} dan menaruskan berkas
permohonan ke Sub Bagian Tata Usaha ( diker-
jakan dalam waktu tiga hari kerja J:

Sub Bagian Tata Usaha memeriksa Kkelengkapan
jawaban permohonan selanjutnya diteruskan
kepada Kepala Dinas ( dikerjakan dalam waktu
satu hari kerja ) ;

Penandatanganan oteh Kepala Cinas
( dikerjakan dalam waktu satu hari keria) :

Sub Bagian Tata Usaha mengangenda surat
keluar, meneruskan SKRK ke pemohon dan
mengirimkan arsip ke
1. Seksi Perijinan ;
2. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang

3. Instansi terkait.

{ Dikerjakan dalam waktu satu hari kerija }.

Untuk permohonan pelayanan keterangan rencanha
Kota porsial! vang belum ada perencanannya
diproses sebagai barikut

a.

Sub Bagian Tata Usaha menerima kelengkapan
berkas permohonan, membuat rincian retribusi
serta pengantarnya ke kas daerah, menerima
bukti pembavaran retribusi, mencatat dan
mengagendakan permohohan masuk dan
meneruskan berkas permchonan ke Seksi Survey
dan Pemetaan serta { dilaksanakan dalam
waktu dua hari kerija };

Seksi Survey dan Pemetaan mengadakan survey
dan pengukuran situasi pada lokasi vyang
dimohon, penggambaran hastl ukur dan
meneruskan berkas ke Seksi Parencanaaan Tata
Ruang { dilaksanakan daiam waktu dua hari
kerija ) ;

c. Seksi



(5)

Seksi Perencanaan Tata Ruang membuat
perencanaan tata ruang pada Jlokasi yang
dimohon dari sekitarnya menggambarkan hash1
perencanaan pada gambar situasi hasil ukur,
menggandakan rangkap 3 (tiga) dan meneruskan
berkas pemohoh ke Seksi Survey dan Pemetaan
{ dilaksanakan dalam waktu 4 (empat) hari
keria )

Seksi Survey dan Pemetaan melaksanakan
pemetaan lokasi permohonan sesuat rencana,
menggambar bouwbiock perencanaan lokasi yang
dimochon dan memneruskan berkas permohonan
ke Seksi Perijinan ( dilaksanakan dalam
waktu tiga hari kerjsa ) ;

Seksi Perijinan melengkapai gambar
perencanaan yang telah dibouwhlock,
menggandakan rangkap 7 (tujuh) meneruskan
barkas permohonan ke Sub Bagian Tata Usaha
( dilaksanakan dalam waktu dua hari kerija }:

Sub Bagian Tata Usaha memeriksa jawaban
permohonan ke Kepala Dinas ( dikerjakan
dalam waktu satu hari kerja )} ;

Proses penandatanganan Kepala Dinas dan
( dikerjakan dalam waktu satu hari keria );

Sub Bagain Tata Usaha menggandakan surat
kaluar, meneruskan SKRK ke pemohon dan
mengirimkan arsip ke

1. Seksi Perijinan

2. Seksi Pemantauanh Evaluasi dan Tata Ruang:

3. Seksi Perencanaan Tata Ruang ;

4. Instansi terkait

{ Dikerjakan dalam waktu satu hari kerja }:

Untuk permohonan pelavanan keterangan rencana
kota (site plan) diproses sebagai berikut:

&G.

Sub Bagian Tata Usaha menerima dan memeriksa
berkas germohonan, membuat rincian retribusi

serta menerima bukti pembayaran retribusi,

mencatat dan menagendakan permohonan masuk

dan meneruskan berkas permohonan ke seksi

survey dan pemetaan ( Dikerjakan dalam wakty
dua hari kerja } ;

b. Seksi ...
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b. Seksi Survey dan Pemetaanh mengadakan survey
pengukuran dan pemetaan situasi pada lokasi
yang dimohon, penggambaran hasil ukur, dan
meneruskan berkas permohonan ke Seksi
Perencanaan Tata Ruang ( di kerjakan dalam
waktu enam hari kerja )}

c. Seksi Perencanaan Tata Ruang membuat
perencanaan tata ruang pada lokasi vyang
dimohon dan sekitarnya, menggambarkan hasil
perencanaan pada dambar situasi hasil ukur,
menggandakan menyiapkan surat pengantar
gambar petrenhcanaan ke Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat Il Surabaya dan meneruskan
berkas permohonan ke seksi survey dan
pemetaan { dikerjakan dalam waktu delapan
hari kerja ) ;

d. Seksi Survey dan Pemet aan mengadakan
pematokan hasil perencanaan di lapangan,
menggambar bouwblock perencanaan lokasi yang
dimohon, menggandakan rangkap 6 dan
meneruskan berkas permohonan ke Sub Bagian
Tata Usaha { dikerjakan dalam waktu empat
hari keria ) :

e, Sub Bagian Tata Usaha memeriksa Kkelengkapan
jawaban permohonan dan meneruskan berkas
permohonan ke Kepala ODinas ( dikerjakan
dalam waktu satu hari kerja ) ;

f. Proses penandatanganan gambar bouwblack
perencanaan oleh Kepala Dinas Tata Kota
Daerah [ dilakukan dalam waktu satu hari
kerija ) :

g. Proses penandatangan gambar bouwblack
perencanaan oleh Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabava ( dikerjakan dalam waktu
dua hari Kerja ) :

h. Sub Bagian Tata Usaha menggandakan surat
keluar, meneruskan keterangan rencana kota
(Site Plan) ke pemohon dan pengirim arsip
keterangan rencana kota (site Plan) ke
1. Sekst Perijinan ;

2. Seksi Perencanaan Tata Ruang ;

3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang;

4. Instasi terkait ;

{ Dikerjakan dalam waktu satu hari kerija ) :
{6) Untuk permohonan pelayanan (satu) Replanning

diproses sebagai berikut :
a. Subag. ...
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Sub Bagian Tata Usaha menerima dan memeriksa

kelengkapan berkas permohonan, membuat
rincian serta menerima bukti pembayaran
retribusi, mencatat dan mangagendakan

permohonan masuk dan meneruskan berkas
permohonan Ke Seksi Pemantauan dan Evaluasi
Tata Ruang ( di kerjakan dalam waktu dua
hari kerja ) :

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang
mengumpulkan data tata ruang pada lokasi
vang dimohon dan lokasi sakitarnya,
menganalisis pengajuan replanning terhadap
perencanaan tata ruang, membuat perencanaan
tata ruang (repilanning) pada 1lokasi vyang
dimohon, menggambar hasil replanning
mengadakan rapat perencanaan untuk membahas
gamhar replanning, memperbaiki gambar
replanning, menyiapkan surat pengantar
gambar replanning dan meneruskan berkas
permohonan k& Seksi Survey dan Pemetaan
( dikerjakan dalam waktu enam hari kerja ) :

Seksi Survey dan Pemetaan melakukan
pematokan hasil replanning di lapangan,
menggambarkan bouwblock replaning

Tokasi yang dimohon, menggandakan rangkap 7
(tuiuh) dan meneruskan berkas permohonan ke
Sub Bagian Tata Usaha ( dikerjakan dalam
waktu empat hari kerija )

Sub Bagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan
jawaban psermchonan dan meneruskan berkas
permohconan ke Kepala Dinas ( dilakukan
dalam waktu satu hari kerja )} ;

Proses penandatangan gambar bouwblock
replaning oleh Kepala Dinas Tata Kota
Daersah, ( dilakukan dalam empat hari
keria) ;

Proses penandatanganan gambar touwblock

parencanaan oleh Walikotamadya Kepala Daerah
( dilakukan dalam waktu dua hari kerija ) :

Sub Bagian Tata Usaha mengagendakan surat
keluar, gambar bouwblock replaning ke
pemohon dan pengirim arsip gambar bouwblock
replaning ke

1. Seksi Perijinan :

2. Seksi Perencanaan Tata Ruang :

3. Beksi Pemantauan dan Evaluasi tata ruang;

4. Instansi terkait

( Dikerjakan dalam waktu satu hari kerja ).



(7) Untuk permohonan pelavanan perubahan peruntukan
diproses sebagai berikut

a.

(=1

Sub Bagian Tata Usaha menerima dan memeriksa
kKelengkapan permchonan, mencatat
menggandakan permohonan masuk dan meneruskan
berkas permohonan ke Seksi Pemantauan dan
Evaluasi Tata Ruang ( dikerijakan dalam waktu
dua hari kerja ) ;

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang
mengumpulkan data tata ruang pada lokasi
yang dimohon menganalisis perjanjian
perubahan peruntukan terhadap perencanaan
tata ruang kawasan pada lokasi dimaksud jika
berkas ditolak maka dibuat penolakan ke

pemohon, jika permohonan diterima maka
dilakukan penggambaran hasi] perubahan
peruntukan, menyiapkan surat pengantar
perubahan peruntukan membuat rincian
retribusi perubahan peruntukan dan

meneruskan berkas permohonan ke seksi Survey
dan Pemetaan ( dilakukan dalam waktu tiga
hari kerja ) :

Seksi Survey dan Pemetaan melakukan
peratokan hasil perobahan peruntukan
diltapangan, menggambar hasil bouwblock
perubahan peruntukan menggandakan rangkap 7
(tujuh) dan meneruskan berkas ke Sub Bagian
Tata Usaha ( dilakukan dalam waktu tiga hari
keria ) :

Sub Bagian Tata memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, membuat pengantar pembavaran
retribusi ke Kas Daerah, menerima bukti
pembayaran retribusi dan meneruskan berkas
ke Kepala Dinas Tata Kota ( dilakukan dalam
waktu satu hari kerja } ;

Proses penanda tanganan gambar bouwblock
perubahan peruntukan oleh Kepala Dinas Tata
Kota Daerah ({ dilakukan dalam waktu satu
hari kerja ) ;

Proses penanda tanganan bcouwblock perubahan
peruntukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah
{ dilakukan dalam waktu dua hari kerja } ;

Sub Bagian Tata Usaha menggandakan surat
keluar, meneruskan gambar bouwblock
perubahan peruntukan ke pemohon dan
mengirimkan arsip ke
1. Seksi Perijinan ;

2. Seksi Perencanaan Tata Ruanhg ;
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3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang;

4. Instansi terkait

{ Dikerjakan dalam waktu satu hari Kerja ) ;

(8) Untuk permohonan pelayanan keterangan rencana,
prasarana, sarana dan utilitas kota/lingkungan
diproses sebagai berikut

al

Sub Bagian Tata Usaha menerima dan memeriksa
kelengkapan permohonan membuat rincian
retribusi serta menerima bukti pembayaran
retribusi, mencatat dan mengagendakan
permohonan masuk dan meneruskan berkas
permohonan ka Seksi Survey dan Pemetaan
({ dikeriakan datam waktu dua hari kerja ) :

Seksi Survey dan Pemetaan mengadakan survey,
pengukuran dan pemetaan situasi pada lokasi
vyang dimohon, penggambaran hasil ukur, dan
meneruskan berkas permohonan ke Seksi
Penyusunan Program ( dikerjakan dalam waktu
tiga hari kerja )

Seksi Penyusunan Program membuat perencanaan
prasarana, sarana dan utilitas kota/
1ingkungan pada tokasi vyang dimohon,
menggambarkan hasil! perencanaan prasarana,

sarana dan utilitas kota/lingkungan
menggandakan, membuat konsep jawaban
prasarana, saranha dan utilitas kota/

lingkungan meneruskan berkas permohonan ks
Sub Bagian Tata Usaha ( dikerjakan dalam
waktu 1ima hariy kerja ) ;

Sub Bagian Tata Usaha memeriksa kelangkapan
jawaban permohonan dan meneruskan berkas
permohonan ke Kepala Dinas ( dikerjakan
dalam waktu satu hari kerja ) ;

Proses tanda tangan gambar perencanaan
prasarana, sarana dan utilitas kota/
lingkungan oleh Kepala [Mnas Tata Kota
( dikerjakan dalam waktu satu hari kerja } ;
Sub Bagian Tata Usaha menggandakan surat
keluar, meneruskan rencana prasaran, sarana
dan utilitas kota/lingkungan ke pemohon dan
pengirim arsip SKR prasarana, sarana dan
utiiitas kota/lingkungan ke

1. Seksi Perijinan
2. Seksi Penyusunah Program ;
3. Instansi terkait .

( Dikerjakan dalam waktu dua hari kerja ).



(1)

(2}

(3)

(4)

(5)

(8)

(7)

Bid
ber

a.
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Pasatl 9

Alur pelayanan Kketerangan rencana Kota vyang
sudah ada perancanaan dan bouwblock adalah
sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I
keputusan ini ;

Alur pelayanan keterangan rencana kota yang
sudah ada perencanaan dan belum ada bouwblock
adaiah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran 11
kaputusan ini :

Alur pelayanan keterangan rencana kota vang
belum ada perencanaan dan belum ada bouwblock
adalah sebagaimana dinyatakan dalam Jlampiran
I1I Keputusan ini

Alur pelavanan keterangan rencana kota (site
pian) Lampiran I1 adalah sebagaimana dinyatakan
dalam tampiran IV Keputusan ini ;

Alur pelayanan replaning adalah sebagaimana
dinyatakan dalam lampiran v Keputusan ini

Alur pelayanan perubahan peruntukan adalah
sebagaimana dinyatakan dalam lampiran VI
Keputusan ini :

Alur pelayanan keterangan rencana prasarana,
sarana dan utilitas kota/lingkungan adalah
sebagaimana dinyatakan dalam lampiran VII
Keputusan ini ;

BAB VII
PENANDATANGANAN

Pasal 10
Penandatanganan Kkaryawan produk pelayanan
ang Tata Kota ditetapkan sebagai berikut sebagai
ikut

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
menadatangani

1. Surat keterangan rencana kota ( Site plan );
2. Perencanaan ulang ( Replanning )};

3. Perubahan peruntukan tanah,.

Kepala Dinas menandatangani

1. Surat keterangan rencana kota ( parsial );

2. Surat keterangan rencana prasarana, sarana
dan utilitas kota/lingkungan :

3. Cetak ulang keterangan rencana kota.



Apabila

berhalangan
untuk menandatangani surat-surat dan
hasil panelitian atas tanah/pertimbangan/keterangan

hadir,
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Pasal 11
Kepala Dinas tidak ada
Kepala Sub Bagian Tata

Tata Kota untuk lokasi—-lokasi yang perencanaannya
sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
BAB VII
PENUTUP
Pasal 12
Dengan ditetapkannya Keputusan 1ini,
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat

Surabaya Nomor 170 Tahun 1993 dan semusa
yang pernah ditetapkan
keputusan ini

(1) Keputusan

ditetapkan ;

(2) Mengumumkan Keputusan ini

dan bertentangan
dinyatakan tidak bertaku lagi.
Pasal 13
ini mulai berlaku sejak

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal JNOkifir 4@7

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

itd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Frran Keputusan ini disampaikan kepada

Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.

Sdr.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 jawa Timur;

Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;

Ketua DPRD Kodya Dati II Surabava;

Ka Itwil Kodya Surabava:

Ka Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati

II Surabava;

Pimpinan Satuan Organisasi Dalam Lingkungan
Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

e
3.4

! Seri
L

Ci:n
Kotamadya Darra.

Clan de

-— |
= lesharaa dazeah

Tiageat H Surabiia

Mo \(‘3 Tgi ‘:96; ‘_/

atau
Usaha
gambar-gambar

maka

ketentuan
dengan

tanggal

dalam Lembaran Daerah
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